PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR @€ TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAY ANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARLU,

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya
Dacrah Tingkat [1 Banjarbara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

%Nmﬂ.’l'mmbm Negara Republik Indonesia Nomor
3R22),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Anak

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);



Menctapkan

(Lembaran Dacrah Kota Banjarbara Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor
Seri 1),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG
PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN
KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Dacrah adaluh Kot Bunjarbaru,

2 Pemermtah Dacrab adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Dacrah scbagai unsur
penyelenggars Pemerintahan Dacrah,



3. Walikota adalsh Walikota Banjarbaru,

4 meuuh&w.pmmmwﬂnmmm
yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Republik Indonesia dan telal memenuhi
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. WmN@uM&mem&hmw
lain yang disshkan dengan Undang-Undang sehagal Warga Negars Indonesia,

6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

7. Instansi Pelaksans sdalah Perangkat Dacrah bertanggung dan berwenang

8 Mswmmm.mpg&ummm
register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

9. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting
Msﬂmﬂahﬂi?ﬂ“mw”wm&'
Perundang-Undangan.

10. Register Akta Kelahiran adalah Daftar yang memuat data otentik mengenal peristiwa
kelahiran yang diterbitkan dan dilaksanakan olch Pejabat berwenang berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan.

11. Kutipan akta kelahiran adalah kutipan data otentik di sebagian dari register akta
kelahiran yang diterbitkan dan disshkan oleh mﬂumum Peraturan
Porundang-Undangan,

BABII
PELAPORAN DAN PENCATATAN
Pasal 2

Setiap kelahiran wajib dilaporkan olch penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat dimana
tetjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (cnam puluh) hari sejak tanggal kelahiran,

Paral 3

Nmmyu_wmmw(mm)mmwum
tabun sejak tanggal kelaliran, schagaimana di maksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.
1.000,000,~ (Satu Juta Rupish) dan pencatatan baru dapat di lakukan setclah mendapat
penctyjuan Kepala Instansi Pelaksana. A

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sehagaimana dimaksud Pasal 32
syat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di kenakun saksi berupa denda paling banyak
Rp. 1,000,000+ (Sau Juta Rupiah) dan Pencatatan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat
Penotapan Pengadilan Negeri. s

Akta Kelahiran di terbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu anak pasangan suami isteri dari
perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui orang tuanya atau tidak
diketahni keberadaan orang tuanya,






